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Abstrak
Policy paper ini menguraikan bahwa remaja berada pada masa transisi, yang sangat rentan 
terhadap pelanggaran dikarenakan salah pergaulan. Dengan demikian, maka banyak dilaku-
kan permohonan dispensasi nikah yang disebabkan oleh kesalahan dan pelanggaran yang di-
lakukan oleh remaja. Tingginya dispensasi nikah berbanding terbalik dengan adanya program 
Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Tujuan kajian ini adalah untuk melakukan analisis 
kritis evaluasi program BRUS dalam pencapaian tugas dan perkembangan remaja dan feno-
mena masih banyaknya permohonan dispensasi nikah di Provinsi Aceh. Kajian ini dilakukan 
dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data 
dianalisis dengan menggunakan model countenance stake dan AHP. Hasil kajian: 1) imple-
mentasi program BRUS masih banyak kendala yakni kurang anggaran, terbatasnya kualitas dan 
kuantitas SDM, kurang fasilitas, kurang materi inovatif, tidak ada konsistensi alokasi anggaran, 
kesalahan evaluasi; 2) evaluasi dengan countenance stake menghasilkan informasi bahwa ke-
lemahan dalam program BRUS diawali sejak pembangunan kebijakan yang tidak menganalisis 
sumber daya, maka program tersebut diimplementasikan dengan berbagai keterbatasan sum-
ber daya baik sumber daya berwujud maupun tidak berwujud; 3) evaluasi dengan mengguna-
kan countenance stake menghasilkan 6 (enam) isu kebijakan yang dilakukan pemilihan bobot 
urgency-nya dengan menggunakan AHP dan diperoleh pengembangan sumber daya sebagai 
human capital perlu dilakukan transformasi. Human capital dikembangkan dengan strategic 
positioning, human resource accountability, human resource technology, dan human resour-
ce competence. Dengan demikian human capital merupakan faktor penentu keberhasilan, ka-
rena SDM mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang bisa dikembangkan, walaupun sumber 
daya lain mengalami keterbatasan.
Kata Kunci:	 BRUS; Dispensasi Nikah; Remaja; Usia Nikah; Usia Sekolah

Abstract
This policy paper explains that adolescents are in a transition period and are vulnerable to 
violations due to bad company. Thus, many requests for marriage dispensation are made due 
to mistakes and violations committed by adolescents. The high number of marriage dispensa-
tions is inversely proportional to the existence of the School Age Adolescent Guidance (BRUS) 
program. The purpose of this study is to conduct a critical analysis of the evaluation of the 
BRUS program in achieving the tasks and development of adolescents and the phenomenon 
of the many requests for marriage dispensation in Aceh Province. This study was conducted 
using a qualitative approach. The data used are primary and secondary. Data were analyzed 
using the countenance stake and AHP models. The results of the study: 1) the implementation 
of the BRUS program still has many obstacles, namely lack of budget, limited quality and 
quantity of human resources, lack of facilities, lack of innovative materials, no consistency in 
budget allocation, evaluation errors; 2) evaluation with countenance stake produces informa-
tion that weaknesses in the BRUS program began since the development of policies that did 
not analyze resources, so the program was implemented with various resource limitations, 
both tangible and intangible resources; 3) Evaluation using stake countenance resulted in 6 
(six) policy issues that were selected for their urgency weight using AHP and obtained the de-
velopment of resources as human capital that needs to be transformed. Human capital is deve-
loped with strategic positioning, human resource accountability, human resource technology, 
and human resource competence. Thus, human capital is a determining factor for success, 
because human resources have qualifications and competencies that can be developed, even 
though other resources are limited.
Keywords:	 BRUS; Marriage Dispensation; Teenagers; Marriage Age; School Age
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa transisi dari 
masa kanak-kanan menuju dewasa, maka 
pada masa tersebut sering terjadi gejolak 
jiwa. Pada masa remaja sering terjadi stress 
ketika transformasi fisik, intelektual, dan 
emosional seseorang tidak menunjukkan 
adanya kebahagiaan karena adanya konflik 
sehingga mengganggu dalam pelaksanaan 
tugas dan perkembangan remaja tersebut 
(Jannah, 2016). 

Menurut perkembangan kognitif Piaget, 
masa remaja merupakan masa terjadinya 
perubahan otak terkait pubertas, hal ter-
sebut diperlukan untuk kemajuan kognitif 
remaja (Thahir, 2018). Menurut Hurlock 
(2003) ada beberapa tugas dan perkem-
bangan remaja yang harus dilalui, yaitu:

1.	 Menerima kondisi fisik.
2.	 Menerima adanya peran masyarakat.
3.	 Mulai mempelajari adanya hubungan 

baru dengan lawan jenis.
4.	 Mulai mempelajari upaya mandiri seca-

ra emosional dari orang tua.
5.	 Mulai memperoleh kemandirian finan-

sial.
6.	 Mulai berkembangnya kemampuan dan 

konsep intelektual yang dibutuhkan un-
tuk keterampilan sosial.

7.	 Mulai mengenali dan menyerap nilai-
-nilai dewasa.

8.	 Mulai mempraktikkan cara tanggung 
jawab sosial.

9.	 Mulai mempersiapkan diri untuk meni-
kah.

10.	 Mulai untuk berbagi tugas dan kewajib-
an dalam kehidupan keluarga.

Adanya tugas dan perkembangan tersebut, 
maka remaja lebih mudah tertarik dengan 
lawan jenis karena adanya perolehan pe-

mikiran  baru (Suryana et al., 2022). Hal 
tersebut sebagaimana diungkapkan dalam 
kajian Izzani et al., (2024) yang menyata-
kan bahwa masa remaja merupakan masa 
peningkatan interaksi dengan teman sebaya 
dan memulai menjalin hubungan romantis. 
Dengan demikian, remaja yang masih pada 
fase pencarian identitas sangat rawan terja-
dinya kesalahan dalam berteman dan per-
gaulan bebas.

Pergaulan bebas yang terjadi pada remaja 
disebabkan oleh beberapa faktor, di anta-
ranya karena adanya pergeseran budaya, 
kurang perhatian dari orang tua, penga-
ruh teman, dan pengaruh media, sehingga 
pergaulan bebas tersebut berdampak pada 
menurunnya prestasi belajar, putus seko-
lah dan hamil di luar nikah (Suhaida et al., 
2018). Hamil di luar nikah inilah yang men-
jadi salah satu alasan permohonan dispen-
sasi nikah karena sebagai persyaratan untuk 
pelaksanaan pernikahan di bawah umur. 
Pernikahan di bawah umur atau pernikahan 
dini merupakan salah satu masalah sosial di 
Provinsi Aceh.

Jumlah permohonan dispensasi nikah di 
Provinsi Aceh memiliki tren menurun. Pada 
tahun 2021, jumlah permohonan dispensa-
si nikah adalah 934 dengan jumlah permo-
honan tertinggi berasal dari Kota Sigli, yak-
ni sebanyak 134; pada tahun 2022 jumlah 
permohonan dispensasi nikah turun 7,8% 
menjadi 731 dengan jumlah permohon-
an terbanyak berasal dari Aceh Utara yak-
ni sebanyak 115; pada tahun 2023 jumlah 
dispensasi nikah turun 8,9% menjadi 656 
dengan jumlah tertinggi pada Kota Sigli 
yakni sebanyak 93; dan pada tahun 2024 
jumlah dispensasi nikah turun 8,7%, yakni 
572 dengan jumlah permohonan terbanyak 
di Aceh Tengah yakni sebanyak 104 (Data 
Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh, 2024). 
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Walaupun tren permohonan dispensasi ni-
kah menurun, namun masih menunjukkan 
angka yang tinggi sehingga perlu dilakukan 
upaya pengurangan pengajuan dispensasi 
nikah.

Permohonan dispensasi nikah yang terjadi 
pada Provinsi Aceh menurut Mahkamah 
Syar’iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar di-
sebabkan oleh beberapa hal yaitu: 1) keha-
milan di luar nikah; 2) hubungan intim yang 
dilakukan sebelum nikah sehingga mendo-
rong remaja menikah untuk menghindari 
stigma sosial dan sanksi hukum; 3) putus 
sekolah sehingga tidak ada tujuan hidup se-
lain menikah; serta 4) faktor ekonomi untuk 
menghindari keterbatasan ekonomi keluar-
ga maka orang tua mengizinkan anak me-
nikah (Sumber Website Resmi Mahkamah 
Syar’iyah Jantho). Menindaklanjuti adanya 
masalah sosial tersebut, maka Kanwil Ke-
menterian Agama Provinsi Aceh menye-
lenggarakan program unggulan Kementeri-
an Agama berupa Bimbingan Remaja Usia 
Sekolah (BRUS) yang ditargetkan untuk di-
lakukan bimbingan pada 3.960 anak sampai 
tahun 2024 di Provinsi Aceh dengan tujuan 
untuk menurunkan angka dan mencegah 
kawin anak dan seks pra nikah (Renstra 
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, 
2021).

Adanya kegiatan BRUS diharapkan dapat 
menurunkan jumlah permohonan dispen-
sasi nikah walaupun masih berada pada 
persentase rata-rata 8,7% per tahun (sum-
ber Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh). 
Menurut hasil observasi dalam implemen-
tasi kegiatan BRUS di Provinsi Aceh terda-
pat beberapa kendala sebagai berikut:

1.	 Jumlah penyuluh agama Islam yang 
mempunyai sertifikasi dan terlatih un-
tuk pelaksanaan BRUS masih sangat 

minim. Jumlah Penyuluh Agama Islam 
PNS di Provinsi Aceh hanya 473 orang, 
dan Non PNS berjumlah 1.469 orang, 
sedangkan jumlah kabupaten/kota di 
Provinsi Aceh adalah 23. Permasalahan 
bukan hanya pada kuantitas penyuluh 
tetapi juga terbatasnya jumlah penyu-
luh yang bersertifikasi sehingga da-
pat menjadi fasilitator dalam kegiatan 
BRUS.

2.	 Banyak jumlah sekolah dan madrasah 
yang belum menjadi target kegiatan 
BRUS. Hal ini dikarenakan keterbatas-
an jumlah anggaran untuk melaksana-
kan kegiatan BRUS. Keterbatasan ang-
garan terjadi karena terlalu banyaknya 
program yang dibuat oleh Kementerian 
Agama sehingga kurang penekanan da-
lam pencapaian program, lemahnya pe-
rencanaan dan lemahnya data.

3.	 Kurangnya kolaborasi dengan institusi 
lain, seperti halnya dengan Pengadilan 
Agama yang akan menjelaskan masalah 
perceraian sebagai dampak pernikahan 
dini, Dinas Kesehatan untuk membahas 
masalah reproduksi dan psikolog untuk 
membahas masalah tugas dan perkem-
bangan remaja. Kurangnya kolaborasi 
disebabkan oleh kurangnya membuat 
Memorandum of Understanding de-
ngan instansi lain, yang disebabkan 
pula oleh kurangnya koordinasi antar 
instansi, dan kurangnya sikap visioner 
dalam melakukan penekanan angka 
permohonan dispensasi nikah.

4.	 Kurangnya materi yang disampaikan 
sehingga pengetahuan bagi remaja un-
tuk menghindari pernikahan dini dan 
pelanggaran pada remaja masih sebatas 
pada bahaya pernikahan dini dan kese-
hatan reproduksi remaja serta penge-
tahuan mengenai narkotika dan obat 

---Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah... [Afrizal]; Halaman 485-504---
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terlarang. Kurangnya materi juga dise-
babkan kurangnya kompetensi fasilita-
tor dan kurangnya jumlah penyuluh. 

5.	 Kurangnya fasilitas dalam pelaksana-
an kegiatan BRUS. Kegiatan BRUS di-
laksanakan pada sekolah/madrasah 
dengan menggunakan fasilitas yang di-
miliki oleh sekolah/madrasah dimana 
kegiatan tersebut dilaksanakan, sehing-
ga tidak menggunakan alat peraga atau 
model pembelajaran lain yang menarik 
yang sesuai dengan kebutuhan dalam 
penyampaian materi kegiatan BRUS. 
Kekurangan fasilitas disebabkan oleh 
tidak adanya alokasi untuk pengadaan 
alat peraga. Fasilitas yang tidak mema-
dai akan berdampak pada hasil pembel-
ajaran.

6.	 Kejenuhan pelajar ketika mengikuti ke-
giatan BRUS karena pembelajaran yang 
kurang menarik dan monoton. Transfer 
materi yang dilakukan oleh fasilitator 
hanya menggunakan metode ceramah, 
sehingga kurang menarik. Metode pem-
belajaran yang monoton disebabkan 
oleh kurangnya kompetensi penyuluh.

7.	 Pelaksanaan kegiatan tidak ada per-
baikan karena tidak adanya feedback 
dari evaluasi tahun sebelumnya. Eva-
luasi tidak dapat dilakukan dengan te-
pat karena dalam Renstra menetapkan 
target jumlah peserta BRUS per tahun, 
sedangkan evaluasi yang dilakukan oleh 
Bidang Urusan Agama Islam Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Aceh adalah kegiatan monitoring dan 
bimbingan teknis fasilitator, tanpa me-
lakukan analisis mengenai peran dan 
efektifitas BRUS untuk pelajar.

8.	 Tidak ada konsistensi pelaksanaan ke-
giatan karena setiap tahun belum tentu 
ada kegiatan BRUS sehingga target ta-
hunan dalam Rencana Strategis tidak 
tercapai.

Adanya kendala dalam implementasi BRUS, 
maka perlu dilakukan evaluasi program 
BRUS, sehingga dapat digunakan sebagai 
upaya perbaikan untuk kesuksesan imple-
mentasi program BRUS selanjutnya, seba-
gaimana digambarkan dalam akar masalah 
berikut ini.

Tidak Ada Permohonan 
Dispensasi Nikah

Meningkatkan Fokus
dan Prestasi Belajar

Meminimalisir Perilaku 
Menyimpang Remaja

EFFECT

CAUSES

Kurang 
Fasilitas

Kurang 
Anggaran

Tidak Ada 
Konsistensi

Kurang 
Kolaborasi

Tidak 
Ada 

Feedback

Kurang 
Sumber Daya 

Manusia

Kurang 
Materi

Kejenuhan

Tidak Ada 
Alokasi 

Pengadaan 
Alat Peraga

Terlalu 
Banyak 

Program 
Unggulan

Kurangnya 
Fokus Capaian 

Program

Kurangnya 
MOU 

dengan 
Instansi Lain

Tidak Ada 
Evaluasi

Kurangnya 
Jumlah 

Penyuluh 
Bersertifikasi

Kurangnya 
Kompetensi

Metode 
Pembe-
lajaran 

Monoton

KURANG DATA
KURANGNYA SIKAP 

VISIONER
LEMAHNYA MONITORING

Gambar 1. Pohon Masalah

Perencanaan 
Lemah

Kurangnya 
Akuntabilitas 

Kinerja
Kurang 

Koordinasi

Kurangnya 
Jumlah 

Penyuluh 

Kurang 
Inovasi

Peran Program BRUS dalam Pencapaian Tugas 
dan Perkembangan Remaja



489

Berdasarkan pada gambar 1 di atas, maka 
dapat diketahui bahwa masalah-masalah 
yang terjadi pada implementasi program 
BRUS untuk meningkatkan capaian tugas 
dan perkembangan remaja mempunyai 
akar masalah yang saling berkaitan sehing-
ga akar masalah tersebut saling berkontri-
busi untuk memunculkan berbagai masalah 
yang berbeda.

Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah untuk kajian 
ini sebagai berikut:

1.	 Kurangnya anggaran untuk melaksana-
kan kegiatan BRUS

2.	 Kurangnya kualitas dan kuantitas sum-
ber daya manusia yakni fasilitator

3.	 Kurangnya fasilitas 
4.	 Kurang kolaborasi
5.	 Kurang materi 
6.	 Tidak adanya konsistensi anggaran un-

tuk pelaksanaan kegiatan
7.	 Pembuatan feedback dari hasil evaluasi 

tidak tepat.
8.	 Kejenuhan pelajar dalam mengikuti ke-

giatan.

Rumusan Masalah

Implementasi program dan kegiatan BRUS 
masih memiliki banyak kelemahan se-
hingga peran BRUS dalam meningkatkan 
capaian tugas dan perkembangan remaja 
membutuhkan banyak perbaikan. Jika im-
plementasi program BRUS tidak dilaku-
kan perbaikan maka akan berdampak pada 
munculnya penyimpangan dalam perga-
ulan yang dilakukan oleh remaja sehing-
ga berdampak pada banyaknya pengajuan 
permohonan dispensasi nikah. Dispensasi 
nikah yang diberikan akan berdampak pada 

ketidaksiapan remaja dalam menata rumah 
tangga yang dapat berakibat perceraian dan 
kualitas kehidupan keluarga yang kurang 
mapan. Dengan demikian implementasi 
program BRUS pada Kanwil Kementerian 
Agama Provinsi Aceh perlu dilakukan eva-
luasi dengan menggunakan 8 hambatan 
yang telah diidentifikasi.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Kajian ini memiliki tujuan untuk melaku-
kan analisis kritis evaluasi implementasi 
program BRUS dalam pencapaian tugas dan 
perkembangan remaja dan fenomena per-
mohonan dispensasi nikah di Provinsi Aceh.

Manfaat

Kajian ini memiliki beberapa manfaat, yai-
tu:

1.	 Manfaat teoritis 
Hasil kajian ini dapat digunakan se-
bagai referensi untuk meningkatkan 
kualitas implementasi program BRUS 
dalam pencapaian tugas dan perkem-
bangan remaja kaitannya dengan upaya 
menurunkan angka dispensasi nikah di 
Provinsi Aceh.

2.	 Manfaat praktis 
Hasil kajian ini diharapkan dapat dija-
dikan referensi solusi untuk mengatasi 
masalah penyimpangan remaja dan 
permohonan dispensasi nikah.

3.	 Manfaat sosial
Hasil kajian ini diharapkan dapat dija-
dikan referensi untuk mengatasi masa-
lah sosial yakni perilaku menyimpang 
pada remaja dan tingginya angka dis-
pensasi nikah.

---Evaluasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah... [Afrizal]; Halaman 485-504---
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Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka Teoritis

Kajian ini dilakukan dengan dukungan ber-
bagai teori. Grand theory yang digunakan 
dalam kajian ini adalah teori manajemen. 
Teori manajemen sebagaimana diungkap-
kan oleh Hasibuan (2020) merupakan suatu 
ilmu yang mempelajari alasan manusia be-
kerja sama untuk mencapai suatu manfaat 
bagi orang lain dan kelompok tertentu serta 
masyarakat luas. Menurut Terry (2010) ma-
najemen diartikan sebagai sebuah proses 
atau kerangka kerja yang membutuhkan 
bimbingan dan pengarahan pada tujuan-
-tujuan organisasi. Untuk mencapai tuju-
an bersama tersebut dibutuhkan beberapa 
fungsi manajemen yang meliputi : 1) peren-
canaan, yakni berupa penetapan pekerjaan 
yang akan dilaksanakan oleh kelompok un-
tuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 
2) pengorganisasian, yakni menginventa-
risir sumber daya manusia sehingga dapat 
melaksanakan aktivitas untuk mencapai tu-
juan yang telah ditetapkan, 3) penggerakan, 
yakni usaha untuk menggerakkan sumber 
daya manusia sehingga dapat melaksana-
kan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan, 4) pengawasan, yakni ke-
giatan yang dilakukan dengan memban-
dingkan antara perencanaan dengan penca-
paian (G. R. Terry, 2013).

Adanya grand theory berupa teori manaje-
men, maka middle theory yang digunakan 
dalam kajian ini adalah teori evaluasi. Eva-
luasi menurut  Stufflebeam & Zhang (2017) 
merupakan suatu penilaian sistematis yang 
bermanfaat untuk menilai beberapa objek. 
Pada konteks program, maka evaluasi dila-
kukan dengan mengetahui seberapa besar 
kualitas serta hasil pelaksanaan program se-
hingga dapat dibandingkan dengan standar 
kualifikasi tingkat ketercapaian program, 

mengetahui kelemahan dan kelebihan pro-
gram sehingga dapat dibuat keputusan yang 
tepat (Armanto et al., 2022).

Applied theory untuk kajian ini adalah 
model evaluasi countenance stake, yakni 
suatu pendekatan evaluasi yang melibat-
kan stakeholder dalam proses evaluasi, se-
hingga dapat memastikan hasil yang akurat 
dan relevan (Lestari et al., 2023). Model ini 
mempunyai fokus pada analisis deskriptif 
dan penilaian suatu program berdasarkan 
intended outcomes dan actual outcomes, 
maka pendekatan ini cocok diterapkan un-
tuk evaluasi program pendidikan atau sosi-
al.

Model countenance stake memiliki bebera-
pa tahapan, yakni: antecedents (masukan), 
transcription (proses), dan output (keluar-
an).

Kerangka Konseptual

Kajian ini diawali dengan adanya permasa-
lahan pada tugas dan perkembangan rema-
ja. Remaja yang berada pada masa transisi 
dari masa kanak-kanak menuju dewasa, 
sangat rentan terjadi konflik karena rema-
ja merupakan masa untuk mencari jati diri 
(Jannah, 2016). Pada masa remaja pula, 
dimulai masa seseorang tertarik dengan la-
wan jenis (Suryana et al., 2022), dan dimu-
lai pula sebagai masa peningkatan interaksi 
dengan teman sebaya (Izzani et al., 2024). 

Adanya masa tersebut, maka remaja sangat 
rentan terjadi pelanggaran karena salah 
pergaulan. Pada kajian yang dilakukan oleh 
Nazhifah (2017) remaja lebih suka untuk 
menggunakan waktunya dengan berkumpul 
bersama teman. Adanya perilaku tersebut, 
maka banyak orang tua yang melakukan 
verbal abuse sehingga remaja semakin tidak 
nyaman dengan orang tua, dan berdampak 
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pada kurangnya komunikasi dan salah per-
gaulan. Adanya salah pergaulan tersebut, 
maka remaja sangat rentan dengan seks 
pranikah yang merupakan permasalahan 
dan fenomena sosial (Zainul & Azmussya’ni, 
2021). Seks pranikah dan kehamilan di luar 
nikah merupakan salah satu penyebab ada-
nya dispensasi nikah.

Untuk meminimalisir dispensasi nikah, 
maka Kementerian Agama membuat pro-
gram BRUS sebagai program unggulan un-
tuk mencegah pernikahan dini dan mem-
berdayakan kompetensi pelajar usia nikah.  
Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Aceh program BRUS telah diren-
canakan untuk dilaksanakan setiap tahun 
sebagaimana terdapat dalam Renstra 2020-
2024, dengan target sampai dengan tahun 
2024 mencapai 3.960 peserta. Program 
BRUS masih memiliki banyak kendala se-
bagaimana diuraikan dalam bagian pen-
dahuluan, maka akan dilakukan evaluasi 
dengan menggunakan model countenance 
stake. Model countenance stake terdiri dari 
2 (dua) matriks, yakni matrik deskripsi dan 
matrik pertimbangan. Matrik deskripsi ter-
diri dari 2 (dua) kategori utama, yakni: kate-
gori tujuan dan kategori observasi. Kategori 
tujuan merujuk pada rencana yang ingin di-
capai dalam program, sedangkan  observasi 
meliputi informasi dan data yang diperoleh 
selama pengembangan dan pelaksanaan 
program (Agus Milu Susetyo et al., 2024).

Matrik pertimbangan berisi kategori stan-
dar dan pertimbangan. Kategori standar 
menekankan pada kriteria dan pedoman 
yang harus dipenuhi pada suatu program 
dan menjadi fokus dalam evaluasi, sedang-
kan kategori pertimbangan memberikan 
matrik pertimbangan, sehingga dapat mem-
berikan feedback untuk pemangku kebijak-
an (Agus Milu Susetyo et al., 2024).

Tinjauan Pustaka

Bimbingan Remaja Usia Sekolah merupa-
kan program unggulan pada Kementeri-
an Agama yang mempunyai tujuan untuk 
memberikan edukasi mengenai problemati-
ka pernikahan dini, dampaknya, kesehatan 
reproduksi dan bahaya narkoba. Pelaksana-
an kegiatan BRUS dilakukan dengan berda-
sarkan pada Keputusan Direktur Jenderal 
Bina Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 
2022. Pada kajian yang dilakukan oleh Hi-
dayat & Aziz (2024) kegiatan BRUS yang di-
laksanakan belum sesuai dengan Kepdirjen 
1012 tahun 2022 khususnya dalam hal sesi 
dan jumlah peserta. Pada kajian yang dila-
kukan oleh Lestyanto & Sudarmo (2024) 
kasus kawin anak merupakan masalah sosi-
al di Kabupaten Blora sehingga membutuh-
kan kolaborasi dengan organisasi kemasya-
rakatan.

Evaluasi program BRUS juga dilakukan 
dalam kajian Hidayatulloh & Faruq (2024) 
bahwa program BRUS membutuhkan bebe-
rapa perbaikan, di antaranya: 1) kebutuhan 
untuk menambah jumlah penyuluh agama 
tersertifikasi; 2) menambah jumlah seko-
lah/madrasah yang dijadikan target bim-
bingan; serta 3) keterbatasan waktu dalam 
pelaksanaan program secara menyeluruh. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, evalua-
si dilakukan dengan menggunakan pende-
katan kualitatif deskriptif sehingga beru-
pa uraian berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara, namun belum terstruktur da-
lam sebuah model. Dengan demikian, pada 
kajian ini akan dilakukan evaluasi dengan 
menggunakan Model countenance stake su-
paya lebih fokus dan sistematis dalam mela-
kukan analisis, sehingga hasil kajian dapat 
dipertanggungjawabkan validitasnya.
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METODOLOGI

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Data yang digunakan 
dalam kajian ini adalah data primer yang 
berasal dari hasil observasi dan pengisian 
angket oleh stakeholder dalam acara Focus 
Group Discussion (FGD), sedangkan data 
sekunder berasal dari laporan, dan jurnal. 
Data yang telah dikumpulkan akan diana-
lisis dengan menggunakan Model counte-
nance stake.

Adapun model evaluasi countenance stake 
seperti berikut ini.

Antecedent 
(input)

Transaction 
(Process)

Output

Penetapan 
Dasar Hukum

Perencanaan

Undang-Undang 
dan Peraturan

1.	 Identifikasi 
bahaya

2.	 Lingkungan 
3.	 Peralatan 
4.	 BRUS

Implementasi
1.	 Kegiatan 

BRUS
2.	 Penggunaan 

regulasi 
3.	 Sikap 

fasilitator
4.	 Implementasi 
5.	 Pengawasan

Pemantauan 
dan evaluasi 

kinerja

Dokumen
Evaluasi

Gambar 2. Model Evaluasi Countenance Stake

Berdasarkan pada model evaluasi counte-
nance stake tersebut, maka dapat diketahui 
bahwa evaluasi dilakukan sejak perencana-
an, implementasi hingga evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada evaluasi program BRUS setiap tahap 
evaluasi dipresentasikan dengan menggu-
nakan model countenance stake dalam tabel 
yang meliputi intensitas, observasi, standar 
dan penilaian. Untuk program akan diurai-
kan dengan menggunakan tabel menurut 
antecedent, transaction, dan outcomes.

Tahap Kesesuaian (Congruence)

Komponen Antecedent

Tahap antecedent merupakan tahap evalua-
si untuk input pada program BRUS. 

Tabel 1. Countenance Matrix Komponen An-
tecedent

Description Matrix Judgement Matrix

Intent Observasi Standar Judgement

Program 
BRUS 
dilaksanakan 
dengan 
menggunakan 
beberapa 
sumber daya 
yakni sumber 
daya manusia, 
anggaran, 
aturan, 
pengorgani-
sasian, 
peserta yakni 
remaja ujia 
15-19 tahun. 
Program 
BRUS 
dilaksanakan 
sebagai 
layanan 
unggulan 
KUA, 
sehingga 
memberikan 
kemudahan 
bagi remaja 
untuk 
mengikuti 
bimbingan. 
Tujuannya 
adalah 
memberikan 
pengetahuan, 
pemahaman 
mengenai 
pengenalan 
diri, 
tantangan 
remaja, 
konsep remaja 
qurani, 
pengelolaan 
emosi, 
relasi sosial 
komunikasi 
dan 
pengambilan 
keputusan

Ketercapaian 
program 
BRUS akan 
terwujud 
dengan 
lambat karena 
keterbatasan 
anggaran 
yang turun ke 
Kankemenag 
Kabupaten/
Kota. Jumlah 
anggaran yang 
turun tidak 
mencukupi 
kebutuhan 
jumlah 
remaja yang 
membutuh-
kan 
bimbingan. 
Disisi lain, 
jumlah 
fasilitator 
sangat 
terbatas 
karena 
belum semua 
penyuluh 
agama 
mempunyai 
sertifikat.

Program 
BRUS 
dilaksanakan 
sesuai 
Kepdirjen 
Bimas 
Islam No 
1012/2022. 
Program 
ditujukan 
pada remaja 
usia 15-19 
tahun, 
dan dapat 
dilaksanakan 
melalui 
tatap muka 
dan virtual. 
Narasumber 
BRUS adalah 
fasilitator 
dari Kemenag 
dan lembaga 
lain dan 
tersertifikasi. 
Pembelajaran 
dengan 
modul, 
pretest-
posttest, dan 
biaya dari 
Kemenag.

Anggaran 
program 
BRUS tidak 
sebanding 
dengan 
jumlah 
penduduk 
Prov. Aceh 
usia 15-19 
tahun pada 
2024 yang 
mencapai 
22,39 ribu, 
sedangkan 
target Renstra 
hingga 
2024 adalah 
3.960. Maka 
pencapaian 
hanya akan 
dilakukan 
17,68%. 
Peran BRUS 
pada kualitas 
capaian tugas 
dan perkem-
bangan 
remaja tidak 
maksimal 
karena 
kurangnya 
anggaran, 
maka 
dispensasi 
nikah masih 
akan terjadi 
hingga 
5 tahun 
kedepan 
karena banyak 
remaja yang 
belum dapat 
memperoleh 
bimbingan.

Sumber: Hasil analisis (2025)

Berdasarkan tabel 1, maka dapat diketahui 
bahwa Program BRUS diluncurkan kurang 
dilengkapi dengan sumber daya, yakni da-
lam beberapa hal berikut:

1.	 Anggaran
Anggaran yang dialokasikan untuk pro-
gram BRUS tidak sebanding dengan 
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jumlah kebutuhan karena tidak mem-
perhitungkan jumlah remaja usia 15-19 
tahun yang membutuhkan bimbingan. 
Disisi lain, anggaran juga kurang digu-
nakan untuk memberikan Bimbingan 
Teknis pada penyuluh dan penghulu 
yang diperbolehkan untuk menjadi fasi-
litator sehingga jumlah fasilitator pada 
setiap kabupaten/kota terbatas.

2.	 Kurangnya inovasi
Pada pelaksanaan kegiatan BRUS, fa-
silitator dan pengambil kebijakan pada 
Bimas Islam pada Kankemenag Kabu-
paten/Kota kurang melakukan inovasi 
yakni pada pembelajaran virtual jika 
pembelajaran tatap muka sulit dilaksa-
nakan karena keterbatasan anggaran. 
Kurangnya inovasi berdampak pada 
jumlah penerima program BRUS masih 
sangat sedikit diperkirakan 17,68%.

Komponen Pelaksanaan (Transaction)

Tahap transaction merupakan evaluasi 
yang dilakukan untuk tahap pelaksanaan 
program BRUS berupa kegiatan BRUS yang 
dilaksanakan pada setiap KUA di Provinsi 
Aceh. 

Tabel 2. Countenance Matrix Komponen 
Transaction

Description Matrix Judgement Matrix

Intent Observasi Standar Judgement

Program 
BRUS 
dilaksanakan 
dengan 
kegiatan 
BRUS pada 
KUA di 
Provinsi Aceh. 
Kegiatan 
dilaksanakan 
dengan 
menggunakan 
anggaran 
yang sudah 
dialokasikan 
setiap tahun, 
sehingga 
jumlah 
peserta BRUS 
menyesuaikan 
anggaran.

Program 
BRUS 
dilaksanakan 
dengan 
anggaran 
sesuai sebaran 
dari Kanwil. 
Anggaran 
tersebut 
dibagikan 
pada KUA 
kecamatan 
melalui DIPA 
Kankemenag 
Kabupaten/
Kota.

Program 
BRUS 
dilaksana-
kan sesuai 
Kepdirjen 
Bimas 
Islam No 
1012/2022. 
Program 
ditujukan 
pada remaja 
usia 15-19 
tahun, 
dan dapat 
dilaksana-
kan melalui 
tatap muka 
dan virtual.

Kegiatan 
BRUS belum 
dilakukan 
sesuai standar 
dalam 
Kepdirjen 
Bimas Islam 
No 1012/2022. 
Kelemahan ada 
pada: kuantitas 
dan kualitas 
penyuluh 
sebagai 
fasilitator, 
anggaran 
kurang, 
kurangnya 
kolaborasi 
dengan 
instansi lain, 
membosan-kan.

Kegiatan 
dilaksanakan 
oleh 
fasilitator, 
peserta adalah 
anak SMA/
MA. 
Pembelajaran 
menggunakan 
modul, 
penjelasan 
dengan tatap 
muka/virtual, 
melaksanakan 
pretest-
posttest. 

Peserta BRUS 
adalah pelajar 
SMA/MA 
yang telah 
ditentukan 
oleh panitia. 
Fasilitator 
adalah 
penyuluh 
bersertifikat. 
Pelaksanaan 
dengan 
tatap muka. 
Pembelajaran 
menggunakan 
modul, proses 
pembelajaran, 
melaksanakan 
pretest-
posttest, 
namun tidak 
dievaluasi 
keberhasilan 
kegiatan.

Narasum-
ber BRUS 
adalah 
fasilitator 
dari 
Kemenag 
dan lembaga 
lain dan 
tersertifi-
kasi. 
Pembela-
jaran dengan 
modul, 
pretest-
posttest, dan 
biaya dari 
Kemenag.

Dampaknya 
banyak 
pelajar belum 
memperoleh 
kegiatan BRUS, 
sehingga peran 
BRUS belum 
dapat dijadikan 
sebagai 
solusi untuk 
meningkatkan 
capaian 
tugas dan 
perkembangan 
remaja. Disisi 
lain, kegiatan 
BRUS yang 
tidak ada 
evaluasi

Sumber: Analisis data (2025)

Berdasarkan hasil analisis tabel 2, maka da-
pat diketahui bahwa pelaksanaan program 
BRUS masih mempunyai kelemahan dalam 
hal kualitas dan kuantitas SDM fasilitator, 
anggaran tidak sesuai kebutuhan, proses 
pembelajaran yang membosankan, kurang-
nya kolaborasi dengan instansi lain sehing-
ga fasilitator sangat terbatas dan materi ha-
nya mengulang tahun lalu tanpa dilakukan 
pembaharuan sesuai kondisi dan perkem-
bangan kehidupan sosial remaja. Jika de-
mikian, maka tujuan program BRUS untuk 
meningkatkan pencapaian tugas dan per-
kembangan remaja, meningkatkan kualitas 
remaja dalam hal prestasi, menghindari 
penyimpangan remaja, dan meminimalisir 
dispensasi nikah tidak akan terwujud dalam 
waktu yang cepat, jika tidak dilakukan per-
baikan dari beberapa kelamahan tersebut.

Sistem manajemen dalam implementasi 
program BRUS perlu dilakukan pembaha-
ruan sejak dari tahap kebijakan. Kebijakan 
yang dibangun kurang memperhatikan as-
pek sumber daya. Kebijakan yang dibangun 
dengan tidak melakukan analisis mengenai 
sumber daya, maka kebijakan tersebut tidak 
mempunyai keunggulan kompetitif, dan 
bertentangan dengan resource based the-
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ory. Analisis sumber daya dinilai penting 
karena berkaitan dengan kemampuan kerja 
kebijakan tersebut dalam level implementa-
si, karena pada level implementasi tersebut 
dibutuhkan ketersediaan sumber daya, baik 
SDM, anggaran, sarana prasarana, regulasi 
dan materi.

Menurut resource based theory, setiap lem-
baga mempunyai sumber daya yang harus 
dikelola, sehingga keputusan manajemen 
dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai 
dengan keunggulan sumber daya tersebut 
(Utami, H. & Alamanos, 2023). 

Pada konteks program BRUS, komponen 
untuk melaksanakan program belum mem-
perhatikan kekuatan sumber daya sebagai 
potensi, seperti halnya SDM, perkiraan ke-
cukupan anggaran, kolaborasi, target ca-
paian yang akan diwujudkan dalam suatu 
tertentu. Sumber daya tersebut yang akan 
menentukan jangka waktu ketercapaian 
program dan kualitas ketercapaian pro-
gram. Dengan demikian, implementasi pro-
gram BRUS banyak menemukan kendala 
dilapangan.

Faktor-faktor yang masih bisa diperbaiki 
dalam implementasi program BRUS ada-
lah: 1) peningkatan kualitas SDM yakni 
dengan memperbanyak jumlah penyuluh 
yang memperoleh sertifikat sehingga jum-
lah kegiatan Bimbingan Teknis diperba-
nyak disesuaikan dengan kebutuhan; 2) 
memperbaiki kolaborasi dengan beberapa 
kementerian sehingga untuk mewujudkan 
capaian tugas dan perkembangan remaja 
dapat tercapai lebih cepat; 3) diperlukan 
anggaran yang konsisten sehingga progress 
capaian jumlah sasaran dapat diprediksi 
dan hasil dapat diprediksi; 4) memperbaiki 
proses pembelajaran supaya lebih menarik 
dan sesuai dengan perkembangan masalah 

sosial remaja; 5) melakukan evaluasi kegi-
atan dengan menekankan pada output dan 
outcome program BRUS, bukan pada jum-
lah perjalanan dinas yang berhasil dilaksa-
nakan pada tahun tersebut, sehingga eva-
luasi sesuai dengan target capaian program 
BRUS sebagaimana yang telah diuraikan 
dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Ke-
pala Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Aceh.

Menindaklanjuti adanya kekurangan dalam 
implementasi BRUS, maka perlu dilakukan 
perbaikan SDM sebagai unsur utama da-
lam keberhasilan suatu kegiatan. Sumber 
daya manusia atau human capital dapat 
dikembangkan potensinya secara maksimal 
dengan memperhatikan sumber daya lain-
nya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 
Ande et al., (2018) bahwa   SDM merupakan 
sumber daya strategis dalam sebuah orga-
nisasi. Pada konteks program BRUS, pe-
ngembangan SDM fasilitator dapat dikelola 
dengan menambah jumlah fasilitator yang 
bukan hanya penyuluh tetapi juga penghulu 
sebagaimana diamanatkan dalam Kepdir-
jen Bimas Islam Nomor 1012 Tahun 2022. 
Jumlah fasilitator yang mencukupi akan  
mengurangi jumlah beban jam kerja untuk 
memberikan bimbingan, dan diharapkan 
kualitas pembelajaran dilakukan dengan 
inovatif sehingga tidak membosankan. Se-
lain peningkatan kuantitas, fasilitator juga 
dikembangkan dengan mengikutsertakan 
pada sosialisasi, bimbingan teknis lanjut-
an untuk melakukan upgrade pengetahuan 
sehingga materi yang disampaikan sesuai 
perkembangan zaman dan permasalahan 
remaja.

Perbaikan berikutnya adalah dalam hal pe-
ngelolaan anggaran yang harus berbasis 
data, dan menggunakan Renstra sebagai 
acuan dalam pembuatan rencana kerja ta-
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hunan sehingga anggaran yang dialokasi-
kan untuk kegiatan BRUS ada pada setiap 
tahun anggaran disesuaikan dengan target 
pada Renstra sehingga terdapat konsistensi 
alokasi anggaran untuk mencapai target.

Komponen Outcome

Komponen outcome merupakan evaluasi 
yang dilaksanakan untuk hasil pelaksanaan

Tabel 3. Countenance Matrix Komponen 
Outcome

Description Matrix Judgement Matrix

Intent Observasi Standar Judgement

Hasil yang 
diperoleh 
dari program 
BRUS adalah 
kualitas 
dan prestasi 
remaja 
meningkat 
karena 
moralitas 
dan perilaku 
telah tertata. 
Diharapkan 
dispensasi 
nikah akan 
berkurang.

Program 
BRUS masih 
banyak 
kekurangan. 
Penurunan 
jumlah 
permohonan 
dispensasi 
nikah per 
tahun hanya 
8,7% karena 
jumlah 
peserta yang 
memperoleh 
BRUS tidak 
hanya 3300 
sampai 
dengan 
tahun 2024 
karena pada 
2024 tidak 
ada kegiatan 
BRUS.

Program 
BRUS 
dilaksanakan 
sesuai 
Kepdirjen 
Bimas 
Islam No 
1012/2022. 
Program 
ditujukan 
pada remaja 
usia 15-19 
tahun, 
dan dapat 
dilaksanakan 
melalui 
tatap muka 
atau virtual. 
Narasumber 
BRUS adalah 
fasilitator 
dari Kemenag 
dan lembaga 
lain dan 
tersertifikasi. 
Pembelajaran 
dengan 
modul, 
pretest-
posttest, dan 
biaya dari 
Kemenag.

Kegiatan 
BRUS tidak 
sesuai dengan 
target. Pada 
target Renstra 
adalah 3.960 
namun hanya 
tercapai 3.300 
atau 14,74% 
remaja karena 
tahun 2024 
tidak terdapat 
alokasi untuk 
kegiatan 
BRUS. 
Inkonsistensi 
alokasi 
anggaran 
berdampak 
pada capaian 
target untuk 
meningkatkan 
peran BRUS 
dalam tugas 
dan perkem-
bangan remaja 
menjadi 
terkendala.
Sehubungan 
dengan 2024 
adalah tahun 
terakhir 
Renstra, maka 
program 
BRUS perlu 
dilakukan 
perbaikan 
pengelolaan 
secara 
manajerial 
sehingga 
implementasi 
kegiatan 
BRUS dapat 
berdampak 
positif untuk 
memperbaiki 
moralitas 
dan perilaku 
remaja di 
Provinsi Aceh.

Sumber: Analisis Data (2024)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3, 
maka dapat diketahui bahwa program 
BRUS sampai dengan tahun 2024 tidak 
dapat memenuhi target sebagaimana yang 
telah dituliskan dalam Renstra dan Perjan-
jian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kemen-
terian Agama Provinsi Aceh yakni sebesar 
3.960 peserta, karena capaian hanya seba-
nyak 3.300 atau 14,74%. Hal ini dikarena-
kan tidak ada konsistensi alokasi anggaran 
dalam mewujudkan program BRUS, sebagai 
contoh pada tahun 2024 tidak ada alokasi 
anggaran untuk kegiatan BRUS namun di-
ganti dengan kegiatan bimbingan teknis 
bagi para penyuluh. Dengan demikian, jika 
pada Provinsi Aceh masih terdapat permo-
honan dispensasi nikah, maka fenomena 
tersebut sejalan dengan kondisi pencapaian 
tugas dan perkembangan remaja yang ma-
sih terkendala.

Keterkaitan (Contingency)

Implementasi program BRUS yang dituju-
kan pada remaja usia 15-19 tahun dilaksa-
nakan sampai dengan tahun 2024 belum 
berhasil mencapai target karena capaian 
selama 5 (lima) tahun hanya berada pada 
anga 3.300 pelajar. Hal ini dikarenakan ta-
hap perencanaan tidak dilakukan dengan 
baik yakni inkonsistensi alokasi untuk kegi-
atan BRUS sebagaimana yang sudah ditar-
getkan.

Untuk menindaklanjuti program tersebut, 
maka dibutuhkan solusi yang berhubung-
an dengan perbaikan manajerial program 
BRUS pada tingkat Kanwil. 

ANALISIS KEBIJAKAN 

Berdasarkan hasil evaluasi program BRUS, 
maka perlu dilakukan peningkatan kualitas 
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implementasi program BRUS tahun 2025-
2029 dengan membangun kebijakan yang 
disesuaikan dengan  hasil evaluasi  counte-
nance stake.  Ada beberapa isu yang dapat 
dipertimbangkan sebagai kebijakan dan 
diangkat dalam topik diskusi usulan peren-
cana strategis lima tahun ke depan. Adapun 
isu-isu strategis tersebut  akan didiskusi-
kan dalam sebuah Focus Group Discussion 
(FGD) yang melibatkan  para pengambil 
keputusan Kanwil Kementerian Agama Pro-
vinsi Aceh, sebagai berikut:

1.	 Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Aceh 

2.	 Kepala Bidang Urusan Agama Islam 
Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Aceh.

3.	 Ketua Tim Bina Keluarga Sakinah Kan-
tor Wilayah Kementerian Agama Pro-
vinsi Aceh.

4.	 Kepala Seksi Bimas Islam di lingkung-
an Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Aceh berjumlah 23 orang.

Focus Group Discussion tersebut dihadiri 
oleh 26 orang pengambil keputusan. Ada-
pun isu strategis yang akan didiskusikan 
pada FGD tersebut sebagai berikut:

1.	 Perbaikan proses pembelajaran.
2.	 Mengurangi jumlah program unggulan 

pada Kementerian Agama.
3.	 Meningkatkan kolaborasi dengan in-

stansi lain.
4.	 Meningkatkan anggaran.
5.	 Memperbaiki target indeks sasaran ke-

giatan.
6.	 Pengelolaan human capital.

Beberapa isu tersebut dilakukan penilaian 
dengan menggunakan Analytic Hierarchy 
Process (AHP) pada saat acara FGD, dan 
dihasilkan bobot penilaian sebagai berikut:

Table 4. Hasil Penilaian AHP

NILAI KRITERIA BOBOT

Perbaikan proses pembelajaran 0,031070402

Mengurangi jumlah program unggulan 
Kemenag 0,093211207

Meningkatkan kolaborasi dengan 
instansi lain 0,130028736

Meningkatkan anggaran 0,248563218

Memperbaiki target indeks sasaran 
kegiatan 0,217492816

Pengelolaan human capital 0,279633621

Source: Hasil Penghitungan AHP

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis dengan meng-
gunakan AHP, maka diperoleh kesimpulan 
bahwa kebijakan yang paling tepat untuk 
menyelesaikan masalah dalam implemen-
tasi BRUS tahun 2020-2024 adalah penge-
lolaan human capital karena human capi-
tal merupakan motor penggerak dan ujung 
tombak keberhasilan program BRUS, se-
dangkan sumber daya lain merupakan pen-
dukung dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal 
ini sebagaimana diungkapkan oleh Ferreira 
et al., (2010) yang menyatakan bahwa hu-
man capital merupakan salah satu sumber 
daya yang dikembangkan dengan kontri-
busi dari sumber daya lain. Human capital 
akan berkembang jika dilakukan pengelola-
an. Adanya teori tersebut, maka untuk isu 
strategis pengelolaan human capital mem-
peroleh bobot paling tinggi dibandingkan 
dengan isu strategis lain. Sumber daya ma-
nusia dapat ditingkatkan kapasitasnya atau 
ditransformasikan pada beberapa dimensi. 
Adapun pengembangan human capital yang 
dapat ditransformasikan sebagai berikut:

1.	 Strategic positioning
Pada bidang swasta, strategic positi-
oning merupakan suatu konsep yang 
digunakan oleh organisasi untuk mem-
posisikan dirinya dipasar, sehingga or-
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ganisasi dapat menggunakan strategi 
untuk membuat perencanaan, mengi-
dentifikasi input sesuai dengan penca-
paian tujuan, melaksanakan kegiatan 
sesuai bidang tugas dan melakukan 
pengambilan keputusan (Astuti et al., 
2024).
Pada konteks pencapaian program 
BRUS maka perlu dilakukan identifi-
kasi tugas pokok dan fungsi Kemente-
rian Agama khususnya Bidang Urusan 
Agama Islam dimasyarakat dan negara, 
sehingga pengelolaan human capital 
dibutuhkan untuk menentukan kualifi-
kasi pengembangan SDM dalam rangka 
mewujudkan program BRUS. Pengem-
bangan SDM dalam peningkatan kua-
litas program BRUS dapat dilakukan 
pada beberapa proses berikut:
a.	 Identifikasi kebutuhan dan potensi 

fasilitator 
Identifikasi kebutuhan dilakukan 
dengan melakukan identifikasi ke-
butuhan spesifik peserta dan po-
tensi yang dimiliki narasumber 
(Simbolon et al., 2024). Sejalan 
dengan kajian tersebut, program 
BRUS harus dibuat perencanaan 
kegiatan yang didahului dengan 
identifikasi kebutuhan dan potensi. 
Identifikasi kebutuhan yang harus 
dilakukan pada proses perencana-
an kegiatan adalah identifikasi ka-
rakteristik remaja, tantangan, tugas 
dan perkembangan remaja serta 
permasalahan remaja. Dengan de-
mikian, bimbingan yang dilakukan 
sesuai dengan kondisi remaja pada 
saat itu. Di sisi lain, pada proses 
perencanaan kegiatan perlu dilaku-
kan persiapan potensi dan keahlian 
fasilitator yang diperlukan untuk 
mendukung perkembangan remaja.

Pengembangan potensi dilakukan 
untuk meningkatkan kompetensi 
fasilitator. Fasilitator membutuh-
kan pelatihan yang berkelanjutan 
sehingga fasilitator memiliki  kete-
rampilan yang relevan seperti hal-
nya keterampilan interpersonal, 
manajemen konflik dan pemaham-
an mengenai bidang psikologi khu-
susnya tugas dan perkembangan 
remaja (Prasojo et al., 2018).

b.	 Implementasi manajemen human 
capital
Untuk melakukan pengelolaan 
pada SDM, maka perlu dilakukan 
pengelolaan secara bertahap seba-
gaimana dalam fungsi manajemen 
yakni perencanaan, pengorganisa-
sian, pelaksanaan dan pengawasan 
(Simbolon et al, 2024).
Pada konteks implementasi pro-
gram BRUS, SDM bukan hanya fa-
silitator tetapi juga panitia kegiatan 
BRUS. Pada tahap perencanaan ke-
giatan, pejabat pembuat keputusan 
harus memilih SDM yang sesuai de-
ngan tugas pokok dan fungsi, kom-
petensi, pengalaman dan kualifikasi 
SDM yang dibutuhkan. Perencana-
an tersebut kemudian diimplemen-
tasikan dengan tahap pengorgani-
sasian yakni dengan membuatkan 
Surat Keputusan, dan diwujudkan 
dalam pelaksanaan kegiatan. Sum-
ber daya manusia yang terlibat da-
lam kegiatan BRUS harus dilaku-
kan evaluasi dengan tujuan untuk 
memperbaiki kinerja pada tahun 
yang akan datang.

c.	 Kolaborasi dengan stakeholder
Pelaksanaan program BRUS tidak 
dapat dilakukan oleh Kementerian 
Agama saja melainkan membutuh-
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kan kemitraan dengan berbagai 
pihak, seperti halnya sekolah/mad-
rasah, dinas kesehatan, psikolog, 
orang tua, dan masyarakat serta or-
ganisasi kemasyarakatan. Adapun 
tujuan kemitraan tersebut adalah  
untuk memperluas sumber daya 
dan dukungan bagi fasilitator da-
lam menjalankan tugasnya (Musa 
Masing & Rahma Widyana, 2021).
Pada konteks implementasi pro-
gram BRUS di Provinsi Aceh, sela-
in bermitra pada beberapa instan-
si dan stakeholder sebagaimana 
diungkapkan oleh Musa Masing & 
Rahma Widyana (2021) kemitraan 
dapat dilakukan dengan Mahka-
mah Syar’iyah untuk memberikan 
edukasi mengenai dispensasi ni-
kah, dampak pernikahan dini dan 
risiko pernikahan dini.

d.	 Komunikasi efektif 
Komunikasi merupakan strategi 
untuk mempromosikan program 
(Ibrahim et al., 2023). Komunika-
si yang dilakukan pada program 
BRUS, bukan hanya untuk membe-
rikan informasi, tetapi juga untuk 
membangun kepercayaan, dan me-
narik partisipasi aktif dari stakehol-
der.

e.	 Evaluasi dan feedback
Keberhasilan dalam suatu program 
dilakukan dengan melakukan per-
baikan secara berkala, berdasar-
kan implementasi sebelumnya, dan 
dilakukan evaluasi (Musa Masing 
& Rahma Widyana, 2021). Pada 
konteks program BRUS yang tidak 
dilakukan evaluasi dengan tepat ka-
rena evaluasi yang dilakukan hanya 
sebatas besaran jumlah monitoring 

yang dilakukan, namun tidak meng-
arah pada output dan outcome dari 
peserta kegiatan BRUS, maka um-
pan balik yang diberikan tidak te-
pat. Dengan demikian, untuk mem-
perbaiki evaluasi harus dilakukan 
evaluasi ulang sesuai dengan target 
perjanjian kinerja yang sudah di-
buat oleh Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Aceh, 
sehingga evaluasi yang dilakukan 
sesuai dengan target tersebut.

2.	 Human resource accountability
Peningkatan kualitas SDM perlu dilaku-
kan pengukuran atas kualitas SDM ter-
sebut. Human resource accountability 
merupakan tindakan tanggung jawab 
yang dimiliki oleh individu dalam sebu-
ah organisasi untuk memberikan lapor-
an, penjelasan, pertanggungjawaban 
dan tindakan serta keputusan (Kama-
luddin et al., 2018).
Elemen utama untuk mewujudkan hu-
man resource accountability sebagai 
berikut:
a.	 Transparansi

Sumber daya manusia yang dibe-
rikan tanggung jawab untuk me-
laksanakan program dan kegiatan 
harus dapat memberikan informasi 
dengan jelas dan dapat diakses oleh 
atasan dan masyarakat. Pada kon-
teks implmenetasi BRUS, trans-
paransi dilakukan dalam hal ang-
garan, jumlah peserta, output dan 
outcome yang dihasilkan dari pro-
gram tersebut.

b.	 Tanggung jawab individu
Tanggung jawab dibutuhkan dari 
setiap SDM yang terlibat dalam 
program dan kegiatan. Pada kon-
teks implementasi program BRUS, 
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tanggung jawab individu harus di-
lakukan oleh panitia dan fasilitator 
yang berperan penting dalam kegi-
atan BRUS. Fungsi tanggung jawab 
adalah untuk meningkatkan kiner-
ja.

c.	 Monitoring dan penegakan kebijak-
an
Monitoring dan penegakan kebi-
jakan dilakukan oleh atasan, tu-
juannya adalah untuk mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan dan 
penyimpangan lain. Pada konteks 
implementasi program BRUS, mo-
nitoring dilakukan secara berjen-
jang yakni monitoring yang dila-
kukan oleh Bidang Urusan Agama 
Islam Kanwil Kementerian Agaa 
Provinsi Aceh dan monitoring yang 
dilakukan oleh Kepala Kantor Ke-
menterian Agama Kabupaten/Kota 
dan Seksi Bimas Islam pada Kantor 
Urusan Agama yang melaksanakan 
program tersebut.
Monitoring dilakukan dengan men-
dasarkan pada Petunjuk Teknis dan 
Petunjuk Pelaksanaan yang diter-
bitkan oleh Dirjen Bimas Islam Ke-
menterian Agama.

d.	 Pelaporan dan evaluasi 
Pelaporan berkaitan dengan efek-
tifitas dan efisiensi kerja, sehingga 
kinerja dari panitia dan fasilitator 
dapat dilakukan evaluasi. Pada kon-
teks implementasi program BRUS, 
pelaporan dilakukan namun jarang 
dilakukan evaluasi dengan tepat. 
Evaluasi yang dilakukan hanya se-
batas pada volume peserta yang 
menjadi peserta BRUS, namun be-
lum sampai pada ranah penguasa-
an pengetahuan sebagaimana yang 
telah diberikan oleh fasilitator. De-

ngan demikian, untuk memperoleh 
informasi yang tepat dalam kaitan-
nya dengan evaluasi, maka panitia 
harus melaporkan beberapa hal 
berikut:
1)	 Jumlah serapan anggaran yang 

digunakan untuk kegiatan 
BRUS.

2)	 Jumlah panitia dan fasilitator 
serta kualifikasinya.

3)	 Jumlah peserta dan rombongan 
kelompok belajar yakni siswa 
siswi yang mengikuti kegiatan 
BRUS dengan usia 15-19 tahun.

4)	 Jadwal dan materi yang diberi-
kan pada peserta.

5)	 Metode pengajaran yang digu-
naan oleh fasilitator, hasil pre-
test dan posttest beserta evalua-
si capaian output dan outcome.

3.	 Human resource technology
Penggunaan teknologi untuk mendu-
kung kinerja sangat dibutuhkan da-
lam kegiatan BRUS. Namun pada im-
plementasinya, kegiatan BRUS belum 
menggunakan kontribusi teknologi un-
tuk mendukung kegiatan. Hal ini ter-
bukti dengan pemilihan cara kegiatan 
BRUS yang secara keseluruhan meng-
gunakan metode tatap muka, proses 
pembelajaran tidak menggunakan tek-
nologi, hanya menggunakan metode 
ceramah dan permainan, proses admi-
nistrasi penggunaan teknologi hanya 
untuk pembuatan laporan kegiatan.
Transformasi SDM dilakukan dengan 
menggunakan teknologi sebagai pendu-
kung fungsi SDM sehingga organisasi 
dapat mencapai tujuannya dengan le-
bih mudah. Teknologi digunakan untuk 
menyelesaikan tugas-tugas administra-
tif (Gillis, 2024).
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Menurut Gillis (2024) ada beberapa hu-
man resource technology yang dapat 
digunakan oleh organisasi, yaitu:
a.	 Self service technology, yakni peng-

gunaan teknologi untuk memper-
mudah pekerjaan manajerial dan 
tugas layanan yang tidak membu-
tuhkan analisis. Implementasinya 
teknologi tersebut dapat digunakan 
mulai dari proses pendaftaran pe-
serta dengan menggunakan goog-
leform, dan absensi kehadiran de-
ngan membuat QR Code sehingga 
absensi dilakukan secara otomatis.

b.	 Supporting various work models, 
yakni penggunaan teknologi untuk 
melakukan pekerjaan dari berbagai 
tempat dengan lebih mudah. Pada 
konteks implementasi program 
BRUS, supporting various work 
models diimplementasikan dengan 
menggunakan pelaksanaan kegiat-
an BRUS secara online.

c.	 Global hiring, merupakan penggu-
naan teknologi untuk meningkat-
kan efektifitas dan efisiensi pelaksa-
naan pekerjaan. Pada implementasi 
program BRUS yang berbasis on-
line, pemantauan dapat dilakukan 
dengan lebih mudah dan tidak 
menambah biaya. Kendalanya ada-
lah panitia, fasilitator dan peserta 
belum memiliki pemahaman yang 
sama dalam pelaksanaan kegiatan 
berbasis online.
Kegiatan berbasis online dilakukan 
dengan sangat terbatas sehingga 
menimbulkan kejenuhan bagi fa-
silitator dan peserta. Adapun cara 
untuk meningkatkan ketertarikan 
dalam menggunakan kegiatan se-
cara daring adalah dengan meng-

kombinasikan aplikasi lain yang 
mendukung proses pembelajaran 
seperti halnya menggunakan canva 
(Isnaini et al., 2021).
Pada konteks implementasi pro-
gram BRUS, fasilitator harus dibe-
rikan pelatihan mengenai peman-
faatan teknologi dalam pengajaran, 
penggunaan aplikasi pembelajaran 
dan pembelajaran interaktif. Pe-
latihan bagi fasilitator BRUS sa-
ngat bermanfaat karena dapat me-
ningkatkan kompetensi fasilitator 
khususnya dalam hal penguasaan 
teknologi. Tujuannya adalah untuk 
menambah volume peserta BRUS 
yang dapat diikutseratakan untuk 
diberikan bimbingan, jika kegiatan 
BRUS dilakukan berbasis online.

d.	 Committing to diversity, equity, 
and inclusion
Penggunaan teknologi untuk men-
dukung proses manajemen. Pada 
konteks implementasi program 
BRUS diperlukan dukungan tekno-
logi untuk mempermudah proses 
terwujudnya kegiatan. Hal ini di-
karenakan dalam penyelenggaraan 
BRUS diperlukan pendaftaran pe-
serta, absensi, pretest dan posttest. 
Fenomena yang terjadi pada saat 
ini adalah kegiatan BRUS dilaku-
kan secara manual dan minimal 
penggunaan teknologi, yakni mulai 
dari tahap perencanaan, pengorga-
nisasian, pelaksanaan hingga eva-
luasi.

4.	 Human resource competence
Menurut Juni (2017) kompetensi sum-
ber daya manusia merupakan sum-
ber daya yang memiliki pengetahuan, 
kompetensi, perilaku dan keterampilan 
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untuk menjalankan tugasnya sehingga 
menjadi salah satu penentu untuk ke-
berhasilan organisasi.
Sumber daya manusia yang unggul 
merupakan SDM yang memiliki 
keterampilan, kesanggupan dan 
pengetahuan. Keterampilan merupakan 
suatu cara bagi SDM untuk melakukan 
pekerjaan secara efektif dan efisien, 
kesanggupan adalah kemampuan SDM 
dalam melakukan pekerjaan sesuai 
dengan hasil yang diharapkan, dan 
pengetahuan adalah ilmu yang dimiliki 
oleh SDM untuk membantunya dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Dengan 
demikian, pada konteks implementasi 
program BRUS panitia dan fasilitator 
yang dilibatkan dalam kegiatan BRUS 
harus memenuhi ketiga unsur tersebut. 

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka 
hasil evaluasi yang dapat digunakan untuk 
perbaikan penataan program BRUS adalah 
menata SDM sebagai human capital yang 
mempunyai keunggulan kompetitif.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Simpulan

Beberapa kesimpulan dalam kajian ini ada-
lah:

1.	 Program BRUS dilaksanakan masih de-
ngan berbagai kendala yang meliputi: 
kurangnya anggaran, kurangnya SDM 
fasilitator, kurangnya fasilitas, kurang 
kolaborasi, kurang materi dan tidak 
adanya konsistensi pelaksanaan kegiat-
an serta evaluasi yang dilakukan tidak 
tepat sasaran. Dengan adanya perma-
salahan tersebut, maka perlu dilakukan 
evaluasi dengan menggunakan model 
countenance stake.

2.	 Countenance matrix komponen ante-
cedent mendeskripsikan bahwa ang-
garan BRUS tidak sebanding dengan 
jumlah penduduk remaja usia 15-19 di 
Provinsi Aceh. Dengan demikian peran 
BRUS dalam kualitas capaian tugas dan 
perkembangan remaja diperkirakan ha-
nya mencapai 17,68%, maka permohon-
an dispensasi nikah diperkirakan masih 
akan terjadi sampai 5 (lima) tahun ke-
depan.

3.	 Hasil evaluasi countenance matrix 
komponen transaction, dijelaskan bah-
wa kegiatan BRUS belum dilakukan 
sesuai Kepdirjen Bimas Islam Nomor 
1012 Tahun 2022. Hal itu disebabkan 
oleh kualitas dan kuantitas penyuluh 
sebagai fasilitator yang belum sesuai 
kebutuhan, anggaran kurang, kurang 
kolaborasi sehingga kualitas pengajar-
an menimbulkan kejenuhan bagi pe-
serta. Dengan demikian, banyak pel-
ajar belum memperoleh manfaat dari 
program BRUS, sehingga peran BRUS 
belum dapat dijadikan sebagai solusi 
untuk meningkatkan capaian tugas dan 
perkembangan remaja. 

4.	 Hasil evaluasi dalam tahap counte-
nance matrix komponen outcome yak-
ni kegiatan BRUS tidak sesuai target 
sebagaimana yang telah ditetapkan da-
lam Rencana Strategis sebanyak 3.960 
remaja. Capaian BRUS hanya sebesar 
14,74% atau 3.300 remaja dari 22,39 
ribu remaja. Hal tersebut terjadi karena 
adanya inkonsistensi alokasi anggaran 
kegiatan BRUS. 

5.	 Adanya hasil evaluasi tersebut, maka 
dilakukan pemilihan dari 6 (enam) al-
ternatif kebijakan yang kemudian di-
lakukan pemilihan bobot pemilihan 
kebijakan dengan menggunakan AHP. 
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Adapun bobot tertinggi adalah pengelo-
laan human capital.

6.	 Pengelolaan human capital dalam im-
plementasi program BRUS adalah de-
ngan strategic positioning, human re-
source accountability, human resource 
technology, dan human resource com-
petence.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam kajian ini ada-
lah:

1.	 Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Aceh harus membuat 
kebijakan mengenai implementasi pro-
gram BRUS dengan menekankan pada 
human capital transformation. Pene-
kanan pada human capital transforma-
tion karena adanya perubahan kondisi 
lingkungan yang sangat cepat, anggar-
an yang terbatas dan tantangan remaja 
yang semakin kompleks.

2.	 Kepala Bidang Urusan Agama Islam 
Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Aceh melakukan monitoring 
kegiatan BRUS yang harus didasarkan 
pada evaluasi capaian tahun sebelum-
nya dengan tujuan agar melaksanakan 
kegiatan BRUS sesuai dengan target 
Renstra.

3.	 Ketua Tim Bina Keluarga Sakinah pada  
Bidang  Urusan Agama Islam Kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Aceh melakukan koordinasi dengan tim 
untuk melakukan telaah dan evaluasi 
ulang terhadap capaian program BRUS 
tahun 2024, dan melakukan perencana-
an implementasi program BRUS tahun 
2025-2029 dengan lebih aplikatif.

4.	 Kepala Seksi Urusan Agama Islam di 
Lingkungan Kantor Wilayah Kemente-
rian Agama Provinsi Aceh melakukan 
koordinasi dengan staff dan Kepala 
KUA serta penyuluh agama Islam untuk 
merencanakan kegiatan BRUS dengan 
melakukan identifikasi masalah remaja, 
potensi yang dimiliki oleh Bimas Islam 
Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiat-
an, jadwal, anggaran, jumlah peserta, 
output dan outcome yang diharapkan 
dengan menggunakan standar Kepdir-
jen No 1012 Tahun 2022.

5.	 Kepala KUA Kecamatan se-Provinsi 
Aceh sebagai penyelenggara kegiatan 
BRUS dapat memimpin kegiatan ter-
sebut dengan baik dan sesuai dengan 
perencanaan. Kegiatan BRUS harus 
mendukung peningkatan capaian tugas 
dan  perkembangan remaja sehingga 
tidak terdapat pelanggaran dan dapat 
mengurangi permohonan dispensasi 
nikah.
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